Dipindai dengan CamScanner




TANDA PERSETUIUAN SKRIPS]

ROSANI MALINDA

o11700251)

MU HUKUM

ILMU HUKUM

TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
SEBELUM DAN SESUDAHM AMANDEMEN UNDANG-

UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
1945

Palembang 20 Maret 2021

PESETUSUL/DISAHXAN OLEH

Pembimbing Kedua,

Dipindai dengan CamScanner




._";"_':_"T""__"_"""'_"' =

FUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN PERWAKIEAN RAKYATL DALAM
PEMBENTURAN UNDANG-UNDANG SEBELUM DANSESUDAN
AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA 1945

Penulis, Pembimbing Pertama:
ROSANI MALINDA Dr Hj Jauhanah, SH , MM . MH
011700251 Pembimbing Kkedua:

F'vi Oktanina, SH , MH

ABSTRAK

Sifat dan negara hukum hanya dapat ditunjukkan apabila alat-alat
perlengkapan Negara vaitu lembaga-lembaga negara bertindak  menurut dan
terikat kepada aturan-aturan yang telah dietapkan Lembaga Tinggi Negara yang
dimaksud dalam penelitan 1 adalah Lembaga Tingg Negara, fungs: dan
kewenangannya dibentuk  berdasarkan Konstitusi atau Undang-Undang  Dasar
Negara Repubhik Indonesia Tahun 1945
Penulisan skripsi i1 menggunakan metodologr yunidis normanf yaitu penchitian
vang dilakukan dengan cara menehiti bahan pustaka, penulis bermaksud akan
menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenar tugas dan kewapban DPR
dalam pembentukan Undang-Undang sebelum dan sesudah amandemen serta
kedudukan Undang-Undang yang belum mendapat pengesahan dan pemerintah
Simpulan, tugas dan kewapban Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan
Undang-Undang schelum dan sesudah Amandemen adalah sebelum perubahan,
Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakvat Maksud dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945 adalah kekuasaan membentuk Undang-Undang di Indonesia ada pada
Presiden, sedangkan DPR mempunyai fungsi memben persetujuan yaitu
menerima atau menolak setiap Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh
Presiden Setelah Amandemen Undang- Undang Dasar 1945, DPR memegang
kekuasaan membentuk Undang-Undang sesuai bunyi pasal 20 ayat (1)
Sedangkan kedudukan Undang-Undang yang belum mendapat pengesahan dan
pemerintah adalah apabila suatu Rancangan Undang-Undang udak ditandatangam
oleh Presiden dalam waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak Rancangan
Undang-1ndang tersebut disetujui bersama dinyatakan sah berlaku
Rekomendasi, Diharapkan Pemenntahan dan DPR dapat terjahin harmonisasi
dalam pembuatan Undang-Undang

Kata Kunci  Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan
Rakyat. Pembentukan Undang-Undang
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BAB IV

pPENUTUP
A, Kesimpulan

P r al: p > kan

| Tugas dan kewapiban Dewan perwakilan Rakyat Dalam Pembentu

L .

¢ .men adal scbelum

Undang-Undang sebelum  dan esudah amandemen adalah scb

I

perubahan, Presiden memegang kekuasaan membentuk | Indang-1 Indang

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Maksud dar Pasal 5 ayat

(I} UUD 1945 adalah  kekuasaan membentuk Undang-Undang d

Indonesia ada pada Presiden, sedangkan DPR mempunyal fungsi member

persetujuan yaitu menerima atau menolak sctiap Rancangan Undang-

Undang yang diajukan oleh Presiden. Setelah Amandemen Undang-

Undang Dasar 1945, memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang

sesuai bunyi Pasal 20 ayat (1),

2 Kedudukan Undang-Undang yang belum mendapat pengesahan darn

pemerintah adalah apabila suatu Rancangan Undang-Undang tidak

ditandatangani olch Presiden dalam waktu paling lama tiga puluh han
terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujur bersama.
Rancangan UUndang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan
wajib diundangkan, dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-
Undang im dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dan
3 kalimat pengesahan tersebut harus dibubuhkan pada halaman terakhir
g ‘Undang-Undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke
falam | embaran Negara Republik Indonesia

F.
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